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a. bahwa untuk mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender
di Kota Bima, pertu adanya reneana aksi berupa srrategi
pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi

satu kesatuan dimensi integral mulai dati aspek
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanrauan
dan evaluasi alas kebiiakan. program dan kegiaran
pembangunan di Kota Bima:

b. bahwa dalam rangka Pengarusutamaan Gender
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. serta untuk
rnelaksanakan ketentuen Pasal 15 huruf k Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umu.m Pelaksanaan Pengarusutarnaan Gender

di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Oalam Negeri Nomor 67 Tahun 20 I J tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor
15 Tabun 2008 ten tang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah

Pengarusutamaan Gender di Kota Sima Tabun 2021-
2024;

WALIKOTA SIMA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MellimbaJ.lg

RENCANA AKSI OAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

01 KOTA SIMA TAHUN 2021-2024

TENTANG

PERATURAN \VALIKOTA SIMA

NOMOR b;l. TAHUN 202]

WALIKOTABIMA

PROVINSI NUSA TENGOARA SARAT



L Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kola Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4]88);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega]".. Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nemer 5587) sebagaimana

lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020
Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menten Oalam Negeri Nomor IS Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah seoagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menten Dalam NegeJi Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pela.ksanaan Pengarusutamaan Gender eli Daerah [Berita
Negara Repu.blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 temang

Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan
Pengangga.ran yang Responsif Gender di Oaerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);

S. Peraruran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 ten tang
Pedcrnan Pengawasan PeJaksanaan Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pernerintah
Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1364);
6. Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2020 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Pcngarusutamaan Gender

di Kota Bima (Benta Daerab Kota Bima Tahun 2020
Nomor 577);

Mengingat



Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan KOla

Bima.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang seJanjutnya

disingkat BPKAD adaIah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bima.
7. lnspektorat adalab Inspektorat Kota Bima.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerJindungan Anak yang

selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Sima.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APSD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oteh Pemerintah Daerah dengan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG
adatah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi

satu dlmenai integral dan perencanaan, penyusunan, peleksanean.
pemantauan, dan evaluasi atas kebijkan, program dan kegiatan

pembangunan di daerah.

danPenelitian5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dalam Peraturan Walikcta ini yang dimaksud dengan :

L Daerah adaIah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah WaIikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yaIlg menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah WaIikota Birna,
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.

Pasa! I

BAB J
KETENTUANUMUM

PERATURANWALIKOTATENTANO RENCANAAKSJ DAER,~H

PENGARUSUTAMAAN GENDER 01 KOTA BlMA TA~IUN

2021-2024.

Meneta_pkan

ME:MUTUSKAN:



II. Gender adaJah konscp yang mengacu pada perbedaan peran dan

tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan
dapat berubah oleh kcadaan sosial dan budaya masyarakat.

12. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Daerah yang
setanjumya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai

pedoman dalam UP'IY8 melaksanakan strategi pcmbenguoan dengan
mengmtegrasikan gender menjadi satu kesatuan e1imensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi,

13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-lakt dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai
manusia agar mampu berperan dan berpartistpasi daJam kegiatan politik,

ekonomi, sosiat budaya, pcrtahanan dan keamanan, serta kesarnaan
dalam menikrnati basil pembangunan.

14. Keadilan Gender adalah suaru proses untuk menjadi adil terhadap laki

laki dan perempuan.
15. Analisis Gender adalab anal isis untuk mengidentjJjkasi dan memahami

pembagian kerja/peran laki-laki dan perernpuan, sebagal akses kontrol
terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses
pcmbangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara
laki-laki dan perempuan yang umpang yang di dalam pelaksanaannya
memperhatikan faktor lainnya seperti kelas eosial, ras, dan suku bangsa.

16. GenderAnalysis Palhway yang selanjutnya disingkat GAPadalah suaru
alar analisis gender yang dapai digunakan untuk membantu para
perencana dalam melakukan pengarueutamaan gender dalam

perencanaan kcbijakan/program/ kegiatan pembangunan,
17. Gender Budget Stalemen! yang selanjumya disingkat GBS adalah

pemyataan anggaran gender. disebut juga dengan Lembar Anggaran

Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabtlitas
spesifik gender dan disusun oleh lernbaga pemerintan untuk
menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responeif terhadap isu
gender yang ada dan suatu dana telab dialokastkan pada kegiatan

bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
18. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya

disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk
mengintcgraaikan perspektif Gender dalam proses perencanaan untuk

mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan

penyelesaian permasalahan perernpuan dan laki-laki,



(I) RAD PUG dimaksudkan sebagai upaya percepatan pencapalan
Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender meialui pelaksanaan strategi

PUGdan lembaga kemasyarakatan lainnya.
(2) RAD PUG bertujuan untuk memberikan pedoman terselenggaranya

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebjjakan

pembangunan Daerah dan lernbaga kemasyarakatan lainnya yang
berperspektif Gender dengan bidang tugaa dan fungsi serta kewenangan

rnasing-rnasing.

Pasal2

19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya dlsebut

Pokja PUG adalah wadah konsultasi bag; pelaksana dan penggerak
Pengaruautamaan Gender dari berbagai Insranst/Lembaga <Ii Daerah.

20. FOC<liPoin; Pengarusutamaan Gender yang selanjumya disebut Focal

POUlt p'ua adalab aparatu r yang mempunyai kernampuan untuk
melakukan Pengarusutamaan Gender d.i urut kerjanya masing-rnasing.

21. Data Terpilah Gender adalah data terpllah menurut jenis keiamin, status

dan kondisi perempuan dan laki-laki,
22. Responsif Gender adalab suatu kebijakan, program, kcgiatan dan

penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman

dan aspirasi laki-laki dan perempuan,

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengeh Daerab yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa

jabatan Kepala Daerah.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja

Perangkat Daerah adaJab dokumen pcrencanaan Perangkat Daerah
untuk periode I (saru) tahun.

25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalab dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerab yang selanjutnya disingkat RKPD

adalab dokurnen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



Pemerintah Oaerah bertugas memutuskan kebijakan, straregl dan pedoman

tentang pelaksanaan PUG yang diintegrasikan dalam dokumcn Renja

Perangkal Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Reneana Kerja

dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran

(OPAl Perangkat Daerah.

Pasal 5

BAB IV
TUGAS DAN WE:WENANG

RAD PUG berkedudukan sebagai dokumen perencanaan dalam upaya

melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan Gender

menjadi satu kesatuan dimensi integral dan perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi alas kebijakan program dan kegiatan

pembangunan di Daerah,

Pasal 4

BAB nr
KEOUOUKAN RAD PUG

Ruang lingkup Peraturan WaJikota ini adalah :

1. keduduken RAO PUG;
2. tugas dan wewenang:
3. _perencanaan;

4. pelaksanaan PUG;

5. peleporan. pemantauan dan evaluasi; dan
6. pernbiayaan.

Pasal 3

BAB IT

RUANG LINGKUP



(I) Penyusunan kebijakan. program dan kegiatan pembangunan yang
Responslf Gender dituangkan datam RPJMDdan Renja Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan kebljakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

(3) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan melalui Analisis Gender
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RAD PUG sebagaimana

iercanturn dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali.kota ini.

PasaJ 7

BABV
PERENCANAAN

pclaksanaan kebijakan PUG;
b. menetapkan dan mernfasilitasi penguatan kelembagaan PUG di setiap

Perangkat Daerah;
c. memfasilitasi penyusunan Data 1'erpilah Gender di setiap Perangkat

Daerah dan/atau atas profil Gender di tingkat Daerah.
d. memberikan bantu an teknis penggunaan alat (tools) Analisis Gender

berupa GAP dan GBS atau alat anausis lainnya pada program dan/atau

kegiatan Perangkat Daerah;
e. melakukan percepatan pelaksanaan PUG rnelalui PPRG <Ii bidang

pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
ekonomi, sosial, tenaga kerja, pernbcrdayaan perempuan dan perUndungan

anak, hukum dan publik.
f. mendorong keterlibatan masyarakat bail, laki-laki maupun perempuan

terutama pcnyandang disabilitas, lanjut usia, forum anak dan masyarakac
miskin/marginal lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran:

dan
g. meJakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan PUG.

memediasidanmemrasuttaetmengoordinasikan,a. menetapkan,

Kewenangan Pemerintah Daerah daJam peJaksanaan PUG meliputi hal-hal

sebagai berikut :

Pasal 6



(I) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja dengan
mernperhatikan:
a skala prioritas untuk diselesaikan dengan memperhatikan prioritas

Pasa!IO

Bagian Kedua
Pedoman Penyusunan Renja

Perangkat Daerah

(I) Wall.kota bertanggung jawab secara umum daJam pelaksanaan PUG

tingkat Daerah.
(2) Dalam rangka pcrcepatan pelaksanaan PUG tingkat Daerah, WaJikota

berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan prasayarat

PUG melalui PPRG.
(3) Untuk menjalankan percepatan PUC sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), secara teknis dlkoordinasikan oleh Bappeda Lilbang dibanru oleh

DPPPA, Inspektorat dan BPKAD.

Pasa!9

Bagian Kesatu
Umum

BAB VI
PELAKSANAANPUC

(1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7

ayat (2), didasarkan pada Data Terpilab Gender dengan rnenggunakan

metode alur kerja analiais OAP atau metcde analisis lain.
(2) Data Terpilah Gender dan Analisis Gender terhadap Renja Perangkat

Daerah dilakukan oleh masing-masing yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan penyusunan Data Terpilah Gender dan Analisis Gender
terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat
Dacrah dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga
Swadaya Masyarakat serta pihak lainnya.

Pasa!S



(1) Setiap Perangkat Daerab yang mermliki rencana kerja sebagaimana

Pasal \3

Bagiao Keempat
Pedoman Penyusunan OAP

(II Data Terpilab Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat
dikelompokkan berdasarkan eumber data danjenis data;
Q. sumber data terdiri dan data primer dan data sekunder; dan

b. jenis data terdiri dan data kuantitatif dan data kualitatif.
(2) Data Terpilab Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bermanfaat:

a. sebagai identifikasi permasalahan secara rinci menurut jenis kelamin,

wilayah, status sosial ekonorni, dan waktu yang akan digunakan
dalam Anatisis Gender;

b. sebagai dasar melakukan Analisis Gender untuk mengeeanut berbagai

permasalahan isu Gender dan mcogukur kesenjangan Gender;
c. sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan yang Responsif

Geoder; dan
d. sebagai bahan evaluasi dampak alaS pelaksanaan kebijakan, program

dan kegiatan/ sub kegiatan yang Responsif Gender di berbagai bidang.

Pasal 12

Sctiap Perangkat Daerah wajib menyusun Data TerpiJah Gender.

Pasal I)

6agian Ketiga
Pedoman Peyueunan Data Terpilah Gender

Musy~war.ah Perencanaan Pembangunan;
b. berdampak besar bag; masyarakat balk laki-laki maupun pcrempuan;
c. penerimaan manfaat yang luas; dan

d. berkontribusi terhadap pencapaian visi misi RPJMD.

(2) Rencana kerja yang telah disusun oleh setiap Perangkat Daerah
dipaatikan terruang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

dengan menggunakan aJat Analisis Gender.



8agian Kesatu
Pelaporan

BAB VJI
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Oalam menyusun OBS sebagaimana dimaksud dalam Passl 13 ayat (3)

mempunyai langkah sebagai berikut: Perurnusan GBS diawali dengan

mengisi format CBS berdasarkan data yang sudah dirumuskan pada
format OAP.Cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah meng-copy
file pada OAP dan selanjutnya dlmasukkan dalam forma! GBS sesuai

transformasi OAP ke OBS. Selanjutnya, data tersebut dirumuskan

kembali dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas serta mudah
dipahami.

(2) Ookwnen GBS wajib dilampirkan dalam dokumen Rencana Kerja dan

Angaran Perangkat Daerah.

Pasal 14

dimaksud dalam PasaJ 10, wajib menyusun dokumen perencanaan dan
penga.nggaran dengan menggunakan GAPatau a1at anaJisis lainya.

(21 Penyusunan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (11 mempunyai

langkah sebagai berikut:
a. analisis kebijakan,
b. data dan informasi pembuka wawasan;
c. menyusu l1 rencana aksi;
d. remukan kesenjangan (isu Gender);
e. sebab keseniangan internal;
f. sebab kescnjangan ekstenat,

g. menyusun rencana aksi:
h, reformulasi tujuan;

I. data dasar (base line); dan
J. indikator Gender.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran yang tetah dianatisis dengan metodeGAP
atau metode lainya dituangkan daJam dokumen OBS.



Walikota rnelakukan pembinaan pelaksanaan PUGmeliputi :
a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada setiap Perangkat

Daerah;
b. penguatan kapasuas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi

dan koordinasi;
c. penyusunan pedoman teknJs PPRG;
d. peningkatan kapasitas Pokja PUGdan Focal Point PUG;dan
e. penyusunan tndikator dan strategi pencapaian kinerja PUG.

Pasal 17

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat Daerah dilakukan

olch Walikota melalui Bappeda Litbang.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan

pada setiap Perangkat Daerah.
(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja

sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Stud; Wanita atau Lembaga

Swadaya Masyarakat,

(4) Hasil pemantauan dan evafuasi pelaksanaan PUG menjadi bahan
masukan dalarn penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun

rnendatang,

Pasall6

Bagian Kedua
Pernantauan dan Evaluasi

(1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh kepala Perangkat Daerah setiap "
(enam) bulan kepada Walikota rnelalui kepala Bappeda Litbang dan kepala

DPPPA.
(2) Materi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melipu ti :

a. pelaksanaan program dan kegiatan;

b. sasaran kegiatan;
c. capaian, masaJah dan rekomendast;

d. sumber anggaran: dan
c. rencana kegiatan lanjutan.

Pasal 15



BERITA DAERAH K01'A SIMATAHUN 2021 NOMOR ~!1"1

SEKRIITARIS DAER

Diundangkan di Kola Bima

pada tanggal I~ t-/ovtmb<lr 2021

Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal leJNDvemh<r 2021

lWWlMA.

til<!uHAMMAD LUTI"I

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Bima.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal19

BABIX
KIITENTUAN PENUTUP

(1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana
tercantum dalam lampirao yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini bersumber dari APBD.

(2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegtatan PUG sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada masing-maaing Perangkat

Daerah terkait.

Pasal 18

BAB vm
PEMSIAYAAN
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